BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti kemukakan pada bab-bab
sebelumnya, maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dari
hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan selamaini serta memberikan saran

sebagai langkah terakhir dalam penulisan hasil penelitian ini.

5.1 Kessmpulan

Implementasi kebijakan RTH di Kota Kupang yang dilaksanakan oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara keseluruhan belum dapat
dikatakan berhasil, dilihat dari 6 variabel proses implementasi kebijakan yang
terdiri dari 11 kategori sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Van Meter dan
Van Horn, antaralain:

1. Tujuan kebijakan yang termuat dalam peraturan daerah nomor 12 tahun
2012 sudah jelas namun sasaran pemenuhan luasan RTH belum sesuai
dengan luasan lahan yang telah ditentukan.

2. Jumlah aparat pelaksana yang ditugaskan untuk menjadi pengawas masih
kurang sehingga banyak lokasi-lokasi RTH yang tidak semua terkontrol.

3. Sumber daya finansial yang dianggarkan masih kurang dan belum sesuai
dengan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Kupang sehingga program-program yang telah dianggarkan harus

disesuaikan dengan dana yang ada.



. Sarana dan prasarana pendukung seperi papan larangan dan patok yang
membatas RTH belum semua terpasang di masing-masing lokasi RTH,
sehingga memungkinkan warga untuk membangun rumah maupun tempat
usaha

. Mekanisme kerja atau SOP yang berlaku belum dijalankan secara
maksimal dilihat dari lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam memberikan sanksi kepada
masyarakat yang mendirikan bangunan di lokasi RTH.

. Kordinas antar dinas terkait dan juga masyarakat masih kurang dilihat
dari aktivitas sosidlisas yang jarang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang sehingga masyarakat tidak paham dengan isi dari
peraturan daerah tentang RTH.

. Kondis sosid masyarakat Kota Kupang yang semakin padat dengan
bertambahnya jumlah penduduk serta kondisi ekonomi yang
memungkinkan warga membutuhkan ruang publik yang nyaman.

. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan masih sangat rendah. Hal ini
ditandai dengan adanya aktivitas pembangunan tempat usaha maupun
.pemukiman warga di tempat yang seharusnya dial okasikan menjadi RTH.
. Dukungan media terhadap kebijakan RTH telah terpenuhi dilihat dari
berita melalui media online dan surat tentang program maupun kebijakan

yang sedang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



10. Sikap kelompok konstituen dalam hal ini WALHI NTT berperan aktif dan
turut ambil bagian dalam setiap kebijakan yang dilakukan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang.

11. Kategori dukungan penguasa terpenuhi hal ini ditandai dengan kebijakan
walikota Kupang untuk menjadikan lahan Pemkot yaitu eks restoran teluk

kupang dijadikan sebagai RTH Taman Kota.

5.2 Saran
Berdasarkan kesmpulan dan pembahasan di atas maka penulis
menyarankan:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus melakukan
penambahan jumlah aparatur bidang pengawasan dan pengendalian RTH
sehinggalokasi RTH di setiagp BWK dapat terkontrol dengan baik.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus memasang papan-
papan pemberitahuan agar tidak membangun di lokass RTH dan
memasang patok atau tembok batas disetiap |ahan yang telah dialokasikan
untuk dijadikan lokasi RTH.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus melakukan SOP sesuai
dengan yang telah ditetapkan dan memberikan sanksi yang berlaku kepada
masyarakat maupun pelaku usaha yang mendirikan bangunan di lokasi
RTH sesuai dengan peraturan ketentuan daerah yang berlaku.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebaiknya melakukan

kegiatan sosialisasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 secara rutin



kepada masyarakat agar masyarakat memahami kebijakan yang dibuat dan
sanksi yang didapat jika melanggar perda tersebut.

. Masyarakat dan pelaku usaha sebaiknya mendukung pemerintah dengan
tidak membangun bangunan disetiap lokasi RTH.

. Pemerintah Kota Kupang sebaiknya harus mencari aternatif-alternatif

kebijakan untuk menambah luasan lahan RTH.
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